BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terkait fakta-fakta yang diperoleh selama
melaksanakan penelitian tentang tinjauan proses penegakan hukum terhadap
tindak pidana sumber daya ikan di Danau Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi
Gorontalo, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Sumber Daya lkan di
Danau Limboto seharusnya bisa dilakukan sama seperti tindak pidana
lainnya yakni, dimulai dari adaya proses penyelidikan, penyidiikan,
pemanggilan saksi-saksi penetapan tersangka hingga pada proses
pelimpahan perkara pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk
menjalani masa sidang. Namun hal ini tidak sepenuhnya dapat
dilaksanakan, karena penyidik menemukan beberapa kendala dalam
proses penegakan hukumnya.

2. Proses Penegakan Hukum terhadap tindak pidana sumber daya
perikanan yang ada di danau Limboto belum dapat dilaksanakan secara
maksimal, hal ini disebabkan oleh karena adanya beberapa faktor
yakni : Objek penegakan hukum sulit ditembus oleh hukum, lemahnya
koordinasi antar penegak hukum, masalah pembuktian, Ruang lingkup
tindak pidana yang masih sempit, Rumusan sanksi pidana, Subyek dan

pelaku tindak pidana serta kerugian ekologis.
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B. Saran

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai

berikut :

1. Aparat penegak hukum diharapkan lebih tegas memberikan sanksi
pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana sumber daya ikan yang
ada di danau Limboto, dan tidak menjadikan “sulitnya menemukan
barang bukti” menjadi alasan pembenaran. Sebab sumber daya ikan
menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia.

2. Maksimalisasi atas peran kepolisian ditingkatkan kemampuan maupun
kompetensi sumberdaya manusia khususnya ditingkat penuntutan dan
pengadilan sehingga dalam proses penyelesaian atau penegakan hukum
terhadap tindak pidana sumber daya ikan dapat dilakukan secara
profesional dan tepat sasaran sehingga diharapkan tujuan dari sistem
peradilan pidana terpadu didalam menanggulangi kejahatan dibidang
perikanan dapat tercapai dan apa yang menjadi faktor penghambat
dalam upaya penegakan hukum dibidang perikanan juga dapat

diminimalisir.
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PEDOMAN WAWANCARA

Catatan Wawancara
(Penyidik Polres Limboto)

Hari, tanggal R

No. HP

S1 :

S1 :

S1 o

Sl

Sebagai aparat penegak hukum, bagaimana Bapak melihat adanya tindak
pidana terhadap Sumber Daya Ikan yang terjadi di Danau Limboto ?

Strategi apa yang dilakukan pihak kepolisian guna mengungkap tindak pidana
terhadap Sumber Daya Ikan di Danau Limboto?

Selama ini hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukum
terhadap tindak pidana Sumber Daya lkan di Danau Limboto ?

Sejak 5 tahun terakhir ini apa sudah ada yang dijadikan tersangka oleh
Kepolisian tindak pidana Sumber Daya lkan di Danau Limboto ?



Lampiran 3

1.

Curriculum Vitae Peneliti

Identitas :

Nama

NIM

Tempat Tanggal Lahir
Angkatan

Jurusan

Fakultas

Jenis Kelamin
Agama

Alamat

Riwayat Pendidikan
SDN

SMP

SMA

TAUFIK ABUBAKAR
271411122

GORONTALO, 5 MEI 1992
2011

lImu Hukum

Hukum

Laki-laki

Islam

KEL.DEMBE 1 KEC.KOTA BARAT

SDN ..o Tahun 2004
SMP ..o Tahun 2007
SMA ... Tahun 2010

60



	BAB 5.pdf
	Taufik Lampiran2.pdf



